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	Law in Indonesia is very complex, as are the problems that surround it. One of the legal problems is related to civil law. Part of civil law is the law of guarantees, in the context of this paper the author of the law of fiduciary guarantees. Fiduciary guarantees have been used in Indonesia since the Dutch colonial era as a form of guarantee born of jurisprudence. This form of guarantee is widely used in lending and borrowing transactions, the loading process is considered simple, easy, and fast, but does not guarantee legal certainty. Prior to the Fiduciary Guarantee Act, in general, Fiduciary guarantees were regulated in Oogstverband (Staatsblad 1886 Number 57) and jurisprudence based on the Hooggerechtsh of (HGH) decision dated August 18, 1932. In 1999 the Fiduciary Guarantee Law was born (UU No. 42/1999). The research method used in this paper is a juridical-normative research method with a conceptual approach and a statutory approach..
ABSTRAK

Hukum di Indonesia sangat kompleks, begitu juga permasalahan yang melingkup didalamnya. Salahsatu permasalahan hukum adalah berkaitan dengan hukum perdata. Bagian terkecil dari hukum Perdata adalah hukum jaminan, dalam konteks tulisan ini Penulis mengupas Hukum Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Sebelum adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia, secara umum jaminan Fidusia diatur dalam Oogstverband (Staatsblad 1886 Nomor 57) dan yurisprudensi berdasarkan keputusan Hooggerechtsh of (HGH) tanggal 18 Agustus 1932. Pada tahun 1999 lahirlah Undang-Undang Jaminan Fidusia (UU No. 42/1999). Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Kata kunci: Pengaturan, Permasalahan, Jaminan Fidusia, UU No. 42/1999. 
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1. Pendahuluan
Negara Indonesia memiliki sangat banyak penduduk. Berdasarkan Data Kependudukan Semester I 2020 yang dirilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dukcapil Kemendagri), jumlah total penduduk Indonesia per 30 Juni sebanyak 268.583.016 jiwa.
 Banyaknya penduduk Indonesia berefek semakin banyak juga kebutuhan hukum yang perlu diatur untuk keperluan masyarakat. Aspek hukum yang dibutuhkan masyarakat itu sangat luas. Secara umum ada yang berkaitan dengan hukum Pidana, Hukum Tata Negara, dan juga Hukum Perdata. Bagian terkecil dari hukum Perdata adalah hukum jaminan, dalam konteks tulisan ini Penulis membahas hukum jaminan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia.

Untuk menjamin kepastian hukum, negara harus hadir untuk mengatur aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, karena demikian juga amanah Konstitusi Indonesia. Hal ini sejalan juga dengan apa yang diungkapkan M. Jamil dalam tulisannya,  “Konstitusi Indonesia secara tegas menyebutkan bahwasannya Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas yang perlu dan wajib ada dalam negara hukum. Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk menguatkan kepastian hukum dalam pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia, maka pada tahun 1999 dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia), yang disahkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggaI 30 September 1999.

Landasan Filosofis hadirnya UU Jaminan Fidusia didasari oleh 4 pertimbangan penting sebagai berikut:

a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya etentuan hukum yang jelas danlengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;

b. bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;

c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;

d. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan Fidusia;

UU Jaminan Fidusia, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin pihak yang menerima Fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerirna Fidusia dan pihak yang mempunyak kepentingan terhadap Benda tersebut.

Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Dari uraian diatas, Penulis tertarik menulis persoalan hukum jaminan dengan mengangkat tema, “Pengaturan dan Permasalahan Jaminan Fidusia di Indonesia”. Rumusan Masalah dalam artikel ini adalah: (1) Apa dasar hukum yang dipakai dalam pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia? (2) Apa saja permasalahan yang ditimbul dalam Praktek Jaminan Fidusia di Indonesia?
2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalasis dan disajikan secara deskriptif analitif.
 
3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Pengertian Jaminan Fidusia
Jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif.
 Istilah Fidusia dalam bahasa Belanda secara lengkap disebut dengan “Fiduciaire Eigendoms Overdracht” (FEO), dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “Fiduciary Transfer of Ownership”.
 Dalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal dengan nama fiducia cum contracta (artinya janji kepercayaan yang dibuat kreditor). Isi janji yang dibuat oleh debitur dengan kreditornya adalah debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas.
 

Fidusia ini berasal dari kata fidusiair atau fides, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor.
 Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan antara pemberi fidusia (debitor) dan penerima fidusia (kreditor) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Menurut Tan Kamelo,
 Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda dengan hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Sedangkan pengertian jaminan fidusia adalah “Hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud dan bangunan/rumah diatas tanah orang lain baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya”. 

Dalam Pasal 1 butir 1 UU Jaminan Fidusia telah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Dengan demikian, artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar fiduciair dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pemberi fidusia). Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan dari pemiliknya kepada kreditor adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang dijaminkan beralih kepada kreditor. Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminkan tersebut tetap berada di tangan atau dalam penguasaan pemiliknya.

Undang-undang juga memberi pengertian tentang Jaminan Fidusia, dapat ditemukan dalam Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia, dijelaskan bahwasannya  “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”. 

Pengertian Jaminan Fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 1 butir 2 UU Jaminan Fidusia, dapat di temukan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, dan juga ada pengaturannya dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
3.2. Sejarah dan Pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia
Pengaturan Jaminan Fidusia sebelum diundangkannya UU Jaminan Fidusia di Indonesia. Masa silam pada abad ke-19, krisis yang terjadi di Eropa membawa imbas pada Indonesia sebagai negara jajahan Belanda. Untuk mengatasi masalah itu lahirlah peraturan tentang ikatan panen atau Oogstverband (Staatsblad 1886 Nomor 57). Peraturan ini mengatur mengenai peminjaman hutang yang diberikan dengan jaminan atas barang-barang bergerak, atau setidak-tidaknya kemudian menjadi barang bergerak, sedangkan barangbarang itu tetap berada dalam kekuasaan debitor. Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan Hooggerechtsh of (HGH) tanggal 18 Agustus 1932.

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dan yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan credietverband. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yangn dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.

Secara spesifik landasan hukum yang mengatur tentang Jaminan Fidusia dapat kita temukan dibawah ini:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

UU Jaminan Fidusia disahkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggaI 30 September 1999. Landasan Filosofis hadirnya UU Jaminan Fidusia didasari oleh 4 pertimbangan penting sebagai berikut: a) bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya etentuan hukum yang jelas danlengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan; b) bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif; c) bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia; d) bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan Fidusia;

UU Jaminan Fidusia berisi 8 Bab dan 41 Pasal. BAB I mengatur Ketentuan Umum, yang terdiri dari 1 Pasal dan 10 ayat. BAB II mengatur Ruang Lingkup, yang terdiri dari 2 Pasal yakni Pasal 2 sampai Pasal 3. BAB III mengatur Pembebanan, Pendaftaran, Pengalihan, dan Hapusnya Jaminan Fidusia, mulai dari Pasal 4 sampai Pasal 26. BAB IV mengatur Hak Mendahulu, mulai dari Pasal 27 sampai Pasal 28. BAB V mengatur Eksekusi Jaminan Adusia, mulai dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 34. BAB VI mengatur Ketentuan Pidana, mulai Pasal 35 sampai dengan Pasal 36. BAB VII mengatur Ketentuan Peralihan, mulai Pasal 37 sampai dengan Pasal 38. BAB VIII mengatur Ketentuan Penutup, mulai Pasal 39 sampai dengan Pasal 41.

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia disetiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia tanggal 30 September 2000.
c. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.08.PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia.
d. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
e. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.07.10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.03. PR.07.10 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
f. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.UM.01. 10-11 tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Fidusia.
g. Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.UM.01.10-11 tentang Standarisasi Pendaftaran Fidusia.
h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (PP No. 21/2015)
PP No. 21/2015 tetapkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggaI Pada Tanggal 6 April 2015. Landasan Filosofis hadirnya PP No. 21/2015 didasari oleh 3 pertimbangan penting sebagai berikut: 

1) bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, perlu dilakukan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik;

2) bahwa ketentuan mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

PP No. 21/2015 berisi 8 Bab dan 23 Pasal. Bab I mengatur Ketentuan Umum, yang terdiri dari Pasal 1 sampai Pasal 2. Bab II mengatur Pendaftaran Jaminan Fidusia, yang terdiri dari Pasal 3 sampai Pasal 10. Bab III mengatur Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia, mulai dari Pasal 11 sampai Pasal 15. Bab IV mengatur Penghapusan Jaminan Fidusia, mulai dari Pasal 16 sampai Pasal 17. Bab V mengatur Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, berada pada Pasal 18. Bab VI mengatur Ketentuan Lain-Lain, mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 20. Bab VII mengatur Ketentuan Peralihan, berada pada Pasal 21. Bab VIII mengatur Ketentuan Penutup, mulai Pasal 22 sampai dengan Pasal 23.

Setelah berlakunya PP No. 21/2015, peraturan serupa yang pernah ada sebelumnya yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia otomatis tidak berlaku lagi. Hal tersebut, sesuai bunyi ketentuan penutup pada Pasal 22 PP No. 21/2015 yang berbunyi, “Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4005), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.
i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Permenkumham No. 10/2013)
Permenkumham No. 10/2013 disahkan di Jakarta oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Amir Syamsudin pada tanggal 5 Maret 2013. Landasan Filosofis hadirnya Permenkumham No. 10/2013 didasari oleh 3 pertimbangan penting sebagai berikut: a) bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman perlu diberlakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik; b) bahwa pengaturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti; c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Permenkumham No. 10/2013 berisi 7 Bab dan 10 Pasal. BAB I mengatur Ketentuan Umum, yang terdiri dari 1 Pasal dan 7 ayat. BAB II mengatur Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik, terdapat dalam Pasal 3. Bab III mengatur Tata Cara Pendaftaran Perubahan Jaminan Fidusia Secara Elektronik, mulai dari Pasal 4 sampai Pasal 5. Bab IV mengatur Tata Cara Pendaftaran Penghapusan Jaminan Fidusia, berada pada Pasal 6. Bab V mengatur Ketentuan Lain-Lain, berada pada Pasal 7. Bab VI mengatur Ketentuan Peralihan, berada pada Pasal 8. Bab VII mengatur Ketentuan Penutup, mulai Pasal 9 sampai dengan Pasal 10.

Setelah berlakunya Permenkumham No. 10/2013 ini, peraturan serupa yang pernah ada sebelumnya yakni Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dinyatakan resmi tidak berlaku lagi. Hal tersebut, sesuai bunyi ketentuan penutup pada Pasal 9 Permenkumham No. 10/2013 yang berbunyi, “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
3.3. Permasalahan dalam Praktek Jaminan Fidusia di Indonesia
Kewajiban pendaftaran jamina fidusia sampai saat ini tidak hanya dapat dilakukan oleh notaris saja, melainkan dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan maupun masyarakat. Hal ini dapat memberikan peluang terhadap pengabaian pendaftaran jaminan fidusia. Peluang ini harus segera disikapi dengan rekonstruksi aturan tentang penegasan bahwa notarislah sebagai satusatunya pihak yang dapat mengakses/mendaftarkan jaminan fidusia sebagai konsekuensi dari ketentuan Pasal  5 ayat (1)
 UU Jaminan Fidusia.

Permasalahan Berkaitan dengan Kantor Pendaftaran Fidusia. Sesuai dengan Pasal 14 angka 3 UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Pendaftaran tersebut dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Namun sampai saat ini kantor pendaftaran tersebut belum dapat dijalankan secara utuh. Dalam hal ini untuk pelaksanaan UU Jaminan Fidusia tersebut seyogyanya juga segera diterbitkan peraturan pelaksanannya.
 

Permasalahan Berkaitan Dengan Fidusia Ulang. Berdasarkan Pasal 17 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Pemberi Fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang sudah terdaftar. Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasat 17 UU Jaminan Fidusia tersebut dinyatakan alasan larangan tersebut karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia. Sedangkan berdasarkan Pasal 28 UU Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa “apabila atas benda yang sama menjadi jaminan fidusia lebihdari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia”. Logikanya bahwa apabila terdapat larangan mengadakan perjanjian fidusia ulang, berarti tidak ada lagi jaminan fidusia lebih dari satu.
 

Permasalahan Berkaitan Dengan Obyek Fidusia Yang di Luar Negeri. Berdasarkan Pasal 11 ayat 2 UU Jaminan Fidusia isinya adalah benda yang dibebani jaminan fidusia berada di luar wilayah RI, tetap wajib didaftarkan. Pasal ini tidak mengatur dimana tempat pendaftarannya di Jakarta atau tempat lain. Disamping itu bagaimana eksekusinya.

Pengaturan dalam Ketentuan Peralihan UU Jaminan Fidusia. Sekalipun ditentukan dalam Pasal 37 ayat 1 bahwa pembebanan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia sebelumnya masih tetap berlaku, akan tetapi ketentuan ini bersifat umum, yang dibatasi oleh ketentuan Pasal 37 (2), yaitu dalam waktu 60 hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan UU Jaminan Fidusia, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia yang diatur dalam Pasal 5 (1) yakni kewajiban pembuatan akta jaminan Fidusia secara Notariil. Jadi untuk Jaminan Fidusia yang sekarang masih ada, cukup diadakan perubahan dan penyesuaian isi perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU Jaminan Fidusia, namun wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (setelah ada). Pasal 38 UU Jaminan Fidusia yang isinya semua peraturan perundang-undangan mengenai fidusia masih tetap berlaku, sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui. Dalam UU Jaminan Fidusia ini tidak ditemukan pencabutan ketentuan yang berlaku secara tegas dengan menunjukkan ketentuan yang dicabut, sebagaimana UU pada umumnya (Setidak-tidaknya yurisprudensi yang ada selama ini).

Dalam acara Rapat Koordinasi Pelayanan Fidusia antara Ditjen Administrasi Hukum Umum dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Seluruh Indonesia, Hakim Agung Sudrajad Dimyati memaparkan permasalahan-permasalahan hukum dalam penerapan jaminan Fidusia, antara lain
:

a. Masih ada penerima Fidusia yang belum mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia Ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia dan berbagai peraturan pelaksanaanya, penerima fidusia berkewajiban untuk mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia agar bisa mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki titel eksekutorial. Bahkan, mungkin masih ada yang membuat Akta Jaminan Fidusia tidak di hadapan notaris. Hal ini kemungkinan terjadi dengan alasan untuk menghindari biaya yang timbul, yaitu biaya pembuatan akta yang besarnya 2,5% untuk nilai penjaminan sampai dengan Rp 100 juta dan biaya pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Ada pula yang membuat dan mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia itu ketika konsumen sudah menunjukan tanda-tanda macet pembayaran angsuran. “Akibat hukum bagi penerima Fidusia yang tidak membuat akta jaminan fidusia dalam bentuk akta notaris ataupun tidak mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka ia tidak dapat langsung mengajukan eksekusi, tetapi harus terlebih dahulu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga prosesnya panjang. Namun untuk nilai sengketa kurang dari Rp200 juta, saat ini MA menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan tidak adanya sertifikat Jaminan Fidusia maka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU No 42 Tahun 1999,” ujar Sudrajad Dimyati di Bogor, Selasa (3/5/2016).

b. Masih ada penerima fidusia yang melakukan eksekusi penarikan benda jaminan. Dia menjelaskan seharusnya jika penerima fidusia akan menarik benda jaminan, maka persyaratannya harus dipenuhi terlebih dahulu, antara lain memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, fidusia itu telah didaftarkan, dan sudah dilakukan teguran sebelumnya kemudian mekanisme penarikannya dengan meminta bantuan aparat kepolisian.

c. Ketentuan Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 yang merupakan lex spesialis, namun sanksinya lebih ringan dari Pasal 327 KUHP. Menurut Sudrajad, hal ini juga menjadi salah satu alasan Penerima Fidusia enggan mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 36 UU Jaminan Fidusia mengatur ketentuan pidana bagi pemberi Fidusia yang menggadaikan atau mengalihkan objek jaminan fidusia berbunyi, “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah”.

d. Adanya titik singgung antara cara penyelesaian melalui BPSK dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri. Pada umumnya akta Jaminan Fidusia maupun perjanjian pokoknya masih dalam bentuk perjanjian standar yang kemungkinan besar juga mengandung klausula baku. Sehingga, membuka peluang pemberi fidusia untuk mengajukan permasalahan tersebut kepada BPSK.

e. Masyarakat masih belum mengetahui cara mengakses ke Web tentang suatu benda yang didaftarakan sebagai Jaminan Fidusia. Akses masyarakat umum untuk mengetahui apakah suatu barang telah terdaftar sangat penting. Artinya, mengingat masih adanya praktik di masyarakat yang menggadaikan barang jaminan fidusia.

4. Kesimpulan
Berdasarkan dari uraian dan paparan Pembahasan yang penulis sebutkan diatas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Dasar hukum yang dipakai dalam pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia dapat dilihat dalam periode sebelum 1999 (sebelum adanya Jaminan Fidusia) dan juga setelah adanya UU Jaminan Fidusia. Pengaturan sebelum adanya Jaminan Fidusia secara umum diatur dalam Oogstverband (Staatsblad 1886 Nomor 57) dan yurisprudensi berdasarkan keputusan Hooggerechtsh of (HGH) tanggal 18 Agustus 1932. Pada tahun 1999 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang disahkan di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggaI 30 September 1999. Selain itu, ada Keputusan Presiden No. 139/2000 dan PP No. 21/2015. Terdapat tiga Kepmen Kehakiman dan HAM, dua Surat Edaran Dirjen AHU Departemen Kehakiman dan HAM, dan juga Permenkumham No. 10/2013.

b. Permasalahan yang ditimbul dalam Praktek Jaminan Fidusia di Indonesia beberapa diantaranya adalah: (1) Permasalahan berkaitan dengan Fidusia Ulang; (2) Permasalahan berkaitan dengan Obyek Fidusia yang di Luar Negeri; (3) Adanya tumpang tindih Pengaturan dalam Ketentuan Peralihan dalam UU Jaminan Fidusia; (4) Masih ada penerima Fidusia yang belum mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia; (5)  Masih ada penerima fidusia yang melakukan eksekusi penarikan benda jaminan; (6) Adanya titik singgung antara cara penyelesaian melalui BPSK dengan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri; (7) Masyarakat masih belum mengetahui cara mengakses ke Web tentang suatu benda yang didaftarakan sebagai Jaminan Fidusia.
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